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PERANAN MAJELIS PENGAWAS TERHADAP PROFESI NOTARIS
DALANM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOE 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

ABSTRAK
{ Tissa Putri Astia Dharma, 02940090, Fakultas Hukom Progeam Ekstensi
L'niversitas Andalas)

Peranan dari Majelis Pengawas dalam kinegja dart Notarts adalah mengswasi
Lerja dan Notards itu supaya tidak adanva kesalaban vang dilakukan olel Notaris tersehu
vang mengakibatkan merugikan kliennya sendio dan merusak nama dari Motaris vang
telah melakekan kesalahan tersebuc Mengenat peraturan dalam pengawasan rerhadap
*otaris ini telah diatur secara lengkap dan sempuma dalam peraturan vang telah berlaku.

Permasalan vang vang penulis bahas dalam skripsi ini adalah hasaimana susunan
keangootzan dart Majelis Pengawas Wilayah Notaris, bagaimana tata cara Majelis
Pepgawas Wilayah Notaris dalam melakukan pengaveasan, bagaimana peluksanam tugas
pengawasan oleh Majelis Pengawas Wilavah Motaris di Sumatern Barat, temuan apo
sajakab yang ditemui dalam melaksanakan tugas scbhagal pengawasan terhadap Motaris
dan tindak lanjutnya.

Metode penelitian vang penulis gunakan delam penolisan i bersifal vindis
sosielogis vainu pendekatan masalah melalut penelitian hukum dengan melihar peralumn
prerundang-undanegan vang ada dan dibhubungkan denpan prakteknyva dilapangan. Sumhber
fata penulis dapat dari hasil penelitian kepustakaan (Tibrary Fescarchy dan penclitian
lapangan ffield researchy). Teknik pengumpalan data vang penulis lakukan adalab shadi
dokumen, abservas) dan wawancara, Sedanskan pengolahan data mefalul proses editinge
fan cadine. FKemudian data vang diperoleh dianalisis denzan analisis koalitatif,

Berdasarkan hasil penelitian vang penulis lakukan menunjukkan bahwa telah
rerjads beberapa kasus terhadap pengawasan vang lelah dilakukan oleh Motans, Mengenai
susunan dan Majelis Pengawas Wilayah Notans dilakukan sesual dengan peraturan vang
cerlaku vaitu menueut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notans
2an Peraturan Mentern Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomoer » M.O2.PR.DE. 1O
Tzhun 2004 tentang Tata Cara Penzangkatan Angogota, Pemberhentian Anggota, Susunan

freamisasi, Tata Kega, dan Tata Cara Pemaenksoan Magelis Penpawas Notanis. Tata cara
Majelis Pengawas  Wilayah Wolarns  melskukan  pengawasan  diantaranvg  adalah
—eozitimkan surat pemberitahuan pemeriksaan protokel Notaris, formulir pemeriksaan
srotokol MNotaris, dan henta acara pemeriksaan protokol Notaris, Pelaksaan tugas
sengawasan oleh Majelis Pengawas Wilayah Wotaris adalah sebelum melakukan
cencawasan, Majelis Penzawas Wilayah netaris tersebut dilakuvakn pembentubkan tim
vzng terdin dan 3 {tiga) um, setelah terbentuknya tim maka Kea Maojelis Pengaaas
Wilzvah Notarls mengeloarkan surat perintah untuk melakukan pengawasan. Temuarn
oo rzradi dalam pengawasan ersebut adalab didapatinya MNolans vang telah melanggear
ntuan kode Etik MNotaris dalam menjalankan jabatannva dan tindak lanjut dari
Az zlis Pengawas Wilavah Notaris dalam menyelesakannya adalah memberikan sanksi
==z bersifat membina terhadap Netans yang telah melakukan kesalahan tersebul.



HAR I

PENDAHULUAN

AL Latar Belakang Muasalah

Kedudukan seorang MNotans dolom masvarakst diborman, disegani, dan
Jdipandang sebagai pembuat dokumen wang kuat secara hukum. Pandangan tersehul
terjadi mengingat segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkannyva dangsap henar. Bahkan
seterangannya dapal diandalkan, dapal dipercavan, tandatangan sema segelnva {capnya)
dapat memberikan jaminan dan bukn kuat, ja dipandang schagai seorang ahli vang tidak
memihak dan penasebat vang tidak ada cacatoya, yang tutup mulut, dan dapat membus
suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari vang akan datang ', Namun
demikian Moearis menjalankan mugas jabatannyva berada dalam pengawasan,

Pengzawasan terhadap pekegaan MNotaris dilakukan oleh Mahkamah Asung
dan Menten Kehakiman, didasarkan pada ketenuan Pasal 536 Undang-Undang Nomaor 14
[ahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Pasal 34 svat (1) Undang-Undang Nomor 2
Tzhun 1986 tentang Peradilan Umum. Dalam Penjelasan Pasal 36 Undang-Undang
“Mabkamah Apgung terscbut dinyvatskan bahwa pembinaan dan pengawasan Notans
cmumnva adalah langgung jawab Menteri Kehakiman, khusus mengenal tugas-tugas
womans vang menvangkut peradilan. Notaris berada dibawah pengawasan Mahkamah

-zung dengan tetap menghormati dan tidak menguerangi kemandinan Notaris dalam

—=mizlankan tugas jabatan.

mong B Sl Novariay Beberopa Mota Pelaforan dan Serka Serbd Pratiet Noraeiae, Buku |, PT.
- Bar Van Hoeve, JTakarta - 2000, Hal, 182



Ketentuan Penjelasan Pasal 36 Undang-Undung Mabkamah Agune tersebin
mempunyal arti bahwa pengawasan administratil, mengenad pengadaan dan pembinaan
Motaris adalah anggung jawab Menteri Kehakiman, sedangkan pensawosan vang bersilul
tungsional, Notaris berada dibawah pengaansan Mahkamah Aoung,

Woewenang pengawasan kedus petinggi hukum tersebut didelegasikan kepada
Kemm Pengadilan Megeri untuk daerah bukum masing-masing dengan kewajiban EKetug
Pengadilan Megeri melaporkan hasil pengawasannva kepada Ketua Pengadilan Tinpgi,
Retwa Mahkamah Agung dan Menten Kehakiman sebagaimuna vang ditentukan dalan
Pasal 534 avat (1) Undang-Lindang Peradilan Umum. menjelaskan :

* Ketua Pengadilan Neger melakukan pengawasan atas pekerjaan Penasehat
Hukum dan MNotaris di daerah hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannva
kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamab Agung, dan Menteri
Eehakiman.”

Mengenal tata cara pengawasan dan penindakkan serta pembelaan  dir
Sotaris, akan diatur lebih lanjut oleh Ketoa Mahkamah Apung dan Menteri Kehakiman
serdasarkan Ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 54
=2t (4) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum tersebut akan tetapi

sdang-undang vang dimaksud belum dibentuk.
Pasal 34 avar {£) menvebutkan bahwa
“Tata cara pengawasan dan penindakan serta pembelaan diri dimaksudkan avar
110, 02) dar avat (3). diatur lebib lanjut oleh Mabhkamah Agung dan Menteri

s.ehakiman berdasarkan Undang-Undang.”™

|-



dikehendaki untuk dinvatakan dalam suzte akta otendk, menjamin Kepastian
tangzalnva, menvimpan akianva dan memberikan grasse { salinan sahih 3, salisan
( mrunan ) dan kutipannya, semuanya sepanjuny pembuatan skta itu olch suang
peraturan wmum tidak juga ditegaskan atau dikscualikan kepada pejabat atau
nrang lain *."

Menurut Pasal 1 Peratuean Jabatan Notans tersebut, jelas Notaris mempunyai
kewenanpan vang sangal besar. Pengawasan pada Fetentvan Ord. Sth. 1860 Noo 3,
diberikan pada Pengadilan Negert dalam melaksanakan pengawasan Notards Lerutuma
pagt Hakim vang diberi tugas melakukan pengawasan terhadap Notaris sebagaimana
vang diatur pada Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Umem.  Dengon
dikeluarkannyva Undang-Undang Ne. 30 Tahun 2004 vang berlaku sejak tanpgal 5
Chktober 2004 maka Peraturan Jabatan Notaris vang lama tidak berlaku g,

Dikarenakan peraturan vang lama merupakan ciptaan dan peraturan zaman
Hindin Belanda pada tahon 1860, Karena peraturan vang dahulu tersebur tidak
~erdasarkan kepada kebidupan yang berlaku pada sekarang ini, Maka dari it peraturan
=rszbut idak berlaku lagi.

Pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 pengentian dari Motaris terdapat pada

Pzsal 1 rentang Jabatan Notans adalah
“Netaris adzalzh pejabat umum vang berwenang unmuk membuar akia orentik dan
kewenangan lamnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.”
Fada Undang-Undang wang baru im vang mempunyal tugas untuk melakukan

—cwasan audalah Majelis Pengawasan yvang telah ditunjuk oleh Menteri sepertt vang

e= Tohing, op i, Hal 27



disebutkan dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang no. 30 Tahun 2004, menyebutkan
bahwa ;

“Dalam melaksanakan pengawisan sebagaimana vang dimaksud pada avar (1)
Menter membentuk Majelis Pengawas.”

Pada Pasal tersebul mercepakon dasar terbentuknyva Majelis Penoawasan
terhadap Notaris, Yang berhak melakukan pengawasan terhadap Nataris pada Tlndane-
Undang Mo, 30 Tahan 2004 vang terdapat pada Pasal 67 avae (3], Majelis Pengawasan
HNotars inl berjumlah sebanya 9 (sembilan) erang yang terdin atas unsur

1 Unsur Pemenntahan sebanvak 3 (tiga) orang
2 Unsor Organisas: Notars sebanvak 3 (lga) orong
31 Unsur Akademisi/Ahli scbanyak 3 (tiza) orang

Para pihak yang telab ditumjuk tersebut telah mempunyar keahlian khusus
dibidang merska masing-masing. Apakah pengawasan vaong dilakukan oleh Majeli
Penzawasan Motarts berjalan sesual dengan apa yang distur oleh Undang-Undang yvang
cerlaku, Namun dalam penalanannya keberadaan Majelis Pengawas dalam dunia
cenotanatan dalam melakekan pengawasan juga menimbulkan pro dan kentra. Masalah

e wiama mdalah didkut sertakannva notarls vang masib oaktif kedalam magelis
TeTIZAWAS.

Hal ini dikhawatirkan oleh beberapa kalanpan akan menjadi bumerang dalam

=2 Najelis Penguwas tersebut, karena terkesan Motars vang masih aktif tersebur akan

== sawasl dirinva sendin, Bukan tidak mungkin akan ada manipulas,

i



BAR IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian, Peranan Majelis Pengawas Terhadap Profest Notans Dalam

Kaitannya Dengan Undang — Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Motaris

dapat disimpulkan sebagai berikut ;

[

susunan keanggotaan Majelis Pengawas Wilayah Notoris, adalah -

Sehagai Ketua darl Majelis Pengawas Wilavah Notaris adalah Kepala dari
instansi yang berwenang dalam pengawnsan Notads ini vainn Kepala Kantor
Wilayah Hukum Dan HAM,

Dan sebagai angpotanya ditunjuk pula dar akademis sebanyvak 3 arang dan dari
Motaris itu sendid juga sebanyak 3 orang.

Dari anggota tersebut terdapat sekretaris vang berkedudukan didalam instansi

yang bersanghutan.

- lata cara Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam melakukan Fenoawasan

adalah :
Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam melskukan pengawasan memiliki 3
unsur yang harus dilaksanakan oleh Majelis Penpawas Wilayah Notaris
tersebut, antara lain
w. [hkirimkan Sorat Pemberitahoan Pemerikszan Protocol Motars
Didalam surat ini dijelaskan bahwa akan ada pemeriksaan vang dilakukan

oleh tim pengawas Notaris,



3.

b. Formulir Pemeriksaan Protocal Noturis
Tim Pengawas Notaris akan mendatangi Notars vang bersanckutan dan
dilakukan pengawasan menurut formulic pemeriksuun protocel MNotarg
lersebul,
€. Berita Acara Pemenksaan Protocel Notaris
Didalam berita acara ini terdapat kapan dilakukannva pemeriksuan, siupa
Motaris yang diperiksa dan kedudukannva, serta menjalankan apa vang
tefah ada dalam formulic pemeriksoan.
Pelaksanaan tugas pengawssan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris di
Sumatera Barat,
I'elaksanaan tugas pengawasan ini dilakukan sesuni dengan apa vang wlsh
ditentukan oleh  peratvan vang  berlaku.  Disisi keberadaan dari Majelis
Pengawas Wilavalh Notarts tersebut hanyalah bersifat membina. Ealaupun uda
Motaris vang masih melanggar ketentuan yang telah berlaka maka Majelis
Pengawas Wilayah Notaris akan memberikan teguran terielis kepada Notans
lersebut,
Temuan vang enadi dalam pelaksanaan tagas pengawasan dan tindak lanjutnyva
Dalam pelaksanaan dari Majelis Pengawasan Wilayah MNowos dising hanva
bersifat disiplin. Artinyva bahwa Majelis Pengawas Wilavah Nolars imi hanya
dapal memberikan leguran tertulis kepada Notaris vang bersangkutan apabila
MNotans tersebul telah mefakukan pelangzaran didalam menjalankan jabatannya,
Apabile Motans tersebut masih melakukan pelangparan maka Majelis Penpawas

Wilavah Nolaris akan memberikan sanksi vang lehih berat sesuai apa vang teluh



Notaris ity lakukan. Salah satu sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas

Wilayah MNotaris apabila Notaris  vang  bersangkutan  masih melakukan

pelungparan yaitu tidak diperbolehkan menjalankan jabatannva selam 6 (enam)

bualan,

B. Saran

1.

Dengan adanya susunan keanggotaan dasi Majelis Penpawas Wilayvah Notaris
ini sebaiknya vang menjadi angeotanyvas adalah arane-arang vang oetral dun
tidak mempunyai hubungan langsung dengan pekeraannya. Karena apabil
diambil dari instansi atau jabatan vang berpengaruh terhadap kinedanve maka
akan dapat terjadi ketidak benaran dari pengawasan iw sendin.

Tata cara vang dijulankan olch Majelis Pengawas Wilavah Notards telab sesuai
dengan ketentuan vang berlaku, Dalam melakukan pengawasan tersebut
ditekankan kepada Notaris yang skan dipertksa harus mengerti dengan
ketentuan vang telah dikeluarkan oleh Majelis Penpawas Wilayah Notaris.
Dan juga ditekankan kepada Notaris vang bersungkotan harus mengerti dan
paham dengan isi dari Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 rentans
Tabatan MNotaris agar tidak ada lagi kesalah pabaman yvang dibust oleh Notariz.
Apabila Netanis tidak mengertt dengan isi vang terdapat dalam Undang-
Undang tersebut harus menanyakan permasaiahan tersebut kepada pihuk yang
benar mengetahui dan mengeni dart isi Undung-Undang tersebut. Pihak

tersebut disini adalah Majelis Pengawas Notaris ity sendiri.



